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ABSTRACT

Desain Kelembagaan merupakan salah satu bagian dari Collaborative
Governance yang merupakan suatu model, dimana dalam membangun suatu
daerah, pemerintah tidak dapat dengan sendirinya mengelola daerah, dimana
dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk
menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik, salah
satu sektor yang memerlukan desain kelembagaan yang berperan sebagai wadah
dalam terhubungnya setiap stakeholder, dan antar setiap sektor pengelolaan
wisata, khususnya pada saat ini Desa Wisata menjadi sebuah pioner terdepan
dalam peningkatan taraf kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan Desain Kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata Kubu
Gadang di Kota Padang Panjang tahun 2020-2021. Desa Wisata Kubu Gadang
mendapatkan sertifikasi status desa wisata Maju dibandingkan desa wisata lainnya
yang ada di kota Padang Panjang yang masih berstatus desa wisata Rintisan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan
menjelaskan data deskriptif. Jenis data penelitian yang di gunakan adalah primer
yang berupa data-data yang di peroleh dari informan penelitian dan sekunder yang
berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Kemudian lokasi
penelitian di Desa Wisata Kubu Gadang, Kecamatan Padang Panjang Timur.
Penelitian ini menemukan bahwa dalam penerapanya pengelolaan sudah berjalan
secara kolaboratif, indikator starting condition berjalan baik dimana adanya
sejarah kerja sama antar setiap stakeholders, serta indikator Kepemimpinan
faslitatiif juga berjalan dengan cukup baik yang disebabkan oleh berimbangnya
porsi pemimpin antara formal dan non formal, walaupun indikator desain
kelembagaan tidak optimal dikarenakan tidak adanya forum khusus yang
menggabungkan setiap stakeholders dalam mengelola, hal tersebut tidak optimal
dalam mengelola Desa Wisata Kubu Gadang dan hasil collaborative dimana desa
Wisata Kubu Gadang berhasil meningkatkan starusnya menjadi Desa Wisata
Maju,dan pengelolaan sudah berjalan baik dan optimal.

Kata Kunci : Desain Kelembagaan, Pengelolaan, Desa Wisata
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang
gencar dalam mendorong kolaborasi
pertumbuhan pariwisata di daerah-
daerah, salah satu hasil inovasinya
adalah dengan munculnya program
Desa Wisata, Desa Wisata (Tourism
Village) merupakan pariwisata yang
terdiri dari keseluruhan pengalaman
pedesaan, atraksi alam, tradisi,
unsur-unsur  unik  yang secara
keseluruhan dapat menarik minat
wisatawan, berdasarkan historisnya
desa wisata muncul di Indonesia
sebagai sebuah keinginan pemerintah
sebagai regulator kebijakan dalam
mengembangkan  pariwisata  di
daerah-daerah  terkhusus  desa,
dimana cikal bakal terwujudnya desa
wisata adalah dari program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri
pariwisata atau lebih populer disebut
sebagai PNPM — Mandiri Pariwisata
yang dicanangkan pada tahun 2009.

Hal ini merupakan wujud
penerapan dari kewenangan dan hak
suatu daerah khususnya desa agar
dapat mengembangkan potensi di
wilayahnya dan mengelolanya untuk
kebaikan  serta  perkembangan
masyarakat sekitar, yang didasari
olen  regulasi  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang
memperkuat  kedudukan  daerah
dalam mengekstraksi potensi-potensi
daerah, selanjutnya, juga didasari
oleh regulasi tentang desa yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan  pelaksanaan  Undang-
Undang nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.
Desa Wisata merupakan program
yang didorong oleh Kemenparekraf
Republik Indonesia yang tertuang
dalam Rencana Induk Pembangunan

Pariwisata Nasional (RIPPARNAS)
2010-2025 bagian keenam tentang
pemberdayaan masyarakat melalui
kepariwisataan pasal 29 ayat 3 poin
b yang berbunyi “mengembangkan
potensi sumber daya lokal melalui
desa wisata”, maka secara jelas
tujuan dari pembentukan desa wisata
dalam mendorong potensi-potensi
kepariwisataan daerah, hal ini
didasari dari perubahan trend
pariwisata yang mulai beralih dari
wisata massal (mass tourism) ke arah
wisata  alternative  (alternative
tourism).

Perubahan tersebut memberikan
dampak baik bagi desa wisata,
dimana terdapat keragaman produk
wisata yang meliputi ; keragaman
budaya, keunikan alam, dan karya
kreatif desa. Dalam penerapanya
terdapat beberapa tingkatan dalam
desa wisata, dimana tingkatan ini
menunjukan golongan dari desa
wisata di  Indonesia, dengan
instrument-intrumen  wisata yang
dimilikinya, adapun tingkatan desa
wisata  ini  berdasarkan  buku
pedoman desa wisata pada tahun
2020 dan 2021 diantaranya adalah,
desa wisata rintisan, desa wisata
berkembang, desa wisata maju dan
desa wisata mandiri.

Provinsi  Sumatera  Barat
merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang memiliki desa
wisata, salah satunya yang menarik
minat wisatawan baik lokal maupun
mancanegara adalah Desa Wisata
Kubu Gadang, dimana Desa Wisata
ini berlokasi di jalan Haji Miskin,
Ekor Lubuk, Kecamatan Padang
Panjang Timur,

Kota Padang Panjang. Desa Wisata
Kubu Gadang, yang terletak berada
di Lembah antara Gunung Marapi,
Gunung Singgalang, Gunung
Tandikat, dan Bukit Barisan, Desa
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Wisata Kubu Gadang memiliki
instrument pariwisata yang meliputi
wisata  seperti  homestay atau
penginapan dan taman-taman
budaya, serta agendaagenda
pariwisata seperti pagelaran budaya
silek lanyah, tari tradisional, musik
tradisional, dan tradisi makan
baradaik yang di bentuk menjadi satu
paket wisata.

Desa Wisata Kubu Gadang
mulai beroperasi pada tahun 2014,
tepatnya tanggal 1 Desember,
dimana munculnya Desa Wisata ini
merupakan bentuk gerakan dari
masyarakat Nagari Kubu Gadang
untuk  mengembangkan  potensi
wisata di desa atau masyarakat
menyebutnya nagari dan
mengolahnya  menjadi  destinasi
wisata sebagai bentuk tanggapan dari
masyarakat atas sosialisasi program
Desa Wisata pada tahun 2014. Desa

Wisata ini  terbentuk  setelah
masyarakat Kubu Gadang
melakukan diskusi dengan

komunitas pariwisata yang terdiri
dari penggiat wisata di Desa Kubu
Gadang, serta melalui pelatihan
kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata
Kota Padang Panjang, dengan
gerakan dari masyarakat, dan
kolaborasi ~ bersama  komunitas
pariwisata serta pemerintah, maka
pemerintah dalam hal ini Pemerintah
Kota Padang Panjang melalui
walikota Padang Panjang pada tahun
2014 meresmikan dan menyematkan
penamaan Desa Wisata pada Nagari
Kubu Gadang.

ditemukan keunikan dalam
pengelolaan Desa Wisata Kubu
gadang, dimana adanya keikutsertaan
pihak-pihak lain dalam menciptakan
dan mengembangkan desa wisata
kubu gadang yang berorientasi pada
lima peranan dalam pengelolaan desa
wisata. Meliputi ; 1) Pemerintah

sebagai regulator dalam pembuatan
regulasi, aturan dan kebijakan, 2)
Akademisi yang berperan sebagai
konseptor atau perancang konsep
pada eksekusi instrument pariwisata
di desa wisata kubu gadang, 3).
Masyarakat yang berperan sebagai
akselertor atau penggerak percepatan
pertumbuhan kepariwisataan, dan 4).
Swasta yang berperan sebagai sektor
bisnis yang memberikan bantuan
berupa anggaran yang bertujuan
untuk dana desa dalam
pengembangan desa. 5). Media yang
berperan sebagai sarana promosi
yang dilakukan guna melakukan
branding desa wisata kubu gadang.

Dalam hasil identifikasi pada
tahun 2020 hingga 2021, peneliti
menemukan bahwa terdapat
fenomena pada Desain Kelembagaan
di Desa Wisata Kubu Gadang Pada
Tahun 2020 hingga 2021 :

1. Adanya Peningkatan Stratifikasi
Desa Wisata di Kubu Gadang
dimana  sebelumnya  Desa
Wisata Kubu Gadang memiliki
tingkat status berkembang pada
tahun 2020 dan menjadi maju
pada tahun 2022.

2. Adanya bentuk pengelolaan
secara kolaboratif yang
mendukung peningkatan dan
proses pengembangan di Desa
Wisata Kubu Gadang sehingga
Desa Wisata Kubu Gadang
mendapatkan ~ status  maju
dimana tidak didapatkan desa
wisata lainnya di kota padang
panjang yang masih berstatus
Rintisan.

Berdasarkan pengelolaanya
terdapat berbagai bentuk kolaborasi
yang dilaksanakan oleh desa wisata
kubu gadang yang melibatkan
berbagai pihak yang ada di dalam
pengelolaan dimana setiap bentuk
kolaborasi ini memberikan hubungan
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timbal balik antara setiap pelaku
pengelolaan, diantaranya seperti
pemerintah dalam hal ini Disporapar
Kota Padang Panjang yang memiliki
peran seagai regulator kebijakan
serta penyedia fasilitas utama dalam
proses pengelolaan desa wisata,
akademisi yang dalam hal ini pihak
Institut Seni Indonesia (ISI) Padang
Panjang sebagai pihak yang menjadi
konseptor atau perencana dalam
rangkaian pengelolaan desa wisata.

Berdasarkan Permasalahan
tersebut dan Latar Belakang yang
terjadi maka peneliti tertarik untuk
meneliti  permasalahan  tersebut
dengan judul penelitian “Desain
Kelembagaan dalam Pengelolaan
Desa Wisata Kubu Gadang di
Kota Padang Panjang Tahun 2020
-2021”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang
masalah diatas, Penulis mengajukan
rumusan masalah pokok penelitian,
yaitu “Bagaimana Desain
Kelembagaan dalam Pengelolaan
Desa Wisata Kubu Gadang di Kota
Padang Panjang Tahun 2020 —2021”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan
Masalah Penlitian ini. Maka yang
menjadi  tujuanya adalah Untuk
Mendeskripsikan Desain
Kelembagaan dalam Pengelolaan
Desa Wisata Kubu Gadang di Kota
Padang Panjang Tahun 2020 — 2021

MANFAAT PENELITIAN
Adapun Manfaat Pada
Penelitian Ini Adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini
bertujuan memberikan
sumbangsih pengetahuan
khususnya dalam bidang
keilmuan Ilmu Pemerintahan,
tentang Desain Kelembagaan

dalam pengelolaan Desa Wisata
Kubu Gadang di Kota Padang
Panjang Tahun 2020-2021

2. Secara Praktis, Penelitian ini
memberikan manfaat sebagai
pedoman dalam melihat Desain
Kelembagaan setiap aktor dalam
peranya guna melihat bagaimana
proses  dalam  pengelolaan
kolaboratif dalam pengelolaan
Desa Wisata Kubu Gadang di
Kota Padang Panjang Tahun
2020-2021.

KAJIAN TEORI

Kelembagaan

Definisi  Kelembagaan = menurut
Relawan (2014) berpendapat secara
konsepsional, bahasan Kelembagaan
dimulai dengan bahasan tentang
lembaga. Banyak pendapat tentang
pengertian atau definisi lembaga
yang dikemukakan para ahli. Namun
secara umum mereka berpendapat
bahwa lembaga dibentuk untuk
Mengurangi resiko dan
ketidakpastian yang terjadi dalam
kehidupan sosial. Akibat adanya
keterbatasan =~ kemampuan  yang
dimiliki manusia. Dalam
Pendefinisian lembaga, secara umum
selalu berkaitan dengan “aturan
Main” (rule of the game) yang dibuat
untuk memberikan kejelasan dalam
Interaksi  sosial manusia. North
(1991) menjelaskan institusi atau
kelembagaan adalah aturan-aturan
(constraints) yang diciptakan oleh
manusia untuk  mengatur dan
membentuk interaksi politik, sosial
dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut
terdiri dari aturan-aturan formal
(misalnya:  peraturan  -peraturan,
undang-undang, konstitusi)  dan
aturan-aturan informal (misalnya:
norma sosial) Adapun kajian teori
dalam  penelitian  ini  adalah
diantaranya : konvensi, adat istiadat,
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sistem nilai) serta proses penegakan
aturan tersebut.

Secara bersama-sama aturan-aturan
tersebut menentukan struktur insentif
bagi masyarakat, khususnya
perekonomian. Aturan-aturan
tersebut diciptakan manusia untuk
membuat tatanan (order) yang baik
dan  mengurangi  ketidakpastian
(uncertainty) di  dalam  proses
pertukaran. lembaga adalah aturan.
Namun, aturan yang dikemukakan
Ollila cenderung dalam aspek
interaksi ekonomi (transaksi).
Kelembagaan merupakan panduan
bagi  setiap  individu  dalam
berinteraksi ketika mereka ingin
memenangkan permainan melalui
kombinasi keahlian, strategi, dan
koordinasi, baik secara adil maupun
tidak adil.

W, Ruttan, dan Hayami (1984)
lembaga adalah aturan di dalam
suatu kelompok masyarakat atau
organisasi yang menfasilitasi
koordinasi antar anggotanya untuk
membantu mereka dengan harapan
di mana setiap orang dapat
bekerjasama atau berhubungan satu
dengan yang lain untuk mencapai
tujuan bersama yang diinginkan.
Rasionalitas yang dimiliki individu
bukan tidak terbatas. Ada banyak
informasi yang tidak dketahui oleh
individu yang mengharuskannya
berinteraksi dengan individu ataupun
kelompok lain. Interaksi ini akan
menghasilkan sesuatu yang optimal
jika mengikuti aturan main yang ada.
Namun demikian, selalu ada
keinginan salah satu pihak untuk
mengambil keuntungan yang lebih
besar.

Karena itulah harus ada kelembagaan
yang mengatur interaksi ini.
Umumnya definisi lembaga
mencakup konsep pola perilaku
sosial yang sudah mengakar dan

berlangsung terus menerus atau
berulang. Dalam hal ini sangat
penting diperhatikan bahwa perilaku
sosial tidak membatasi lembaga pada
peraturan yang mengatur perilaku
tersebut atau mewajibkan orang atau
organisasi untuk harus berpikir
positif ke arah norma-norma yang
menjelaskan perilaku mereka tetapi
juga pemahaman akan lembaga ini
memusatkan perhatian pada
pengertian mengapa orang berprilaku
atau bertindak sesuai dengan atau
bertentangan dengan peraturan yang
ada.

Desain Kelembagaan

Ansell dan Gash mendeskripsikan
bahwa desain kelembagaan mengacu
pada protokol dasar dan aturan-
aturan dasar untuk kolaborasi secara
kritis yang paling ditekankan adalah
legitimasi prosedural dalam proses
kolaborasi. Dalam proses kolaborasi
yang harus ditekankan adalah
pemerintah harus bersifar terbuka
dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini  menggunakan
jenis penelitian deskriptif, penelitian
dengan jenis deskriptif merupakan
penelitian yang menganalisis dan dan
menghasilkan data yang berbentuk
tulisan, ucapan serta tindakan dan
perilaku orang-orang yang diamati.
Jenis penelitian ini dipilih oleh
peneliti  karena  peneliti  ingin
memecahkan ~ masalah ~ dengan
mendeskripsikan atau memberikan
gambaran serta menjelaskan keadaan
objek penelitian pada saat periode
waktu yang diteliti, hal tersebut
didasari berdasarkan fakta-fakta yang
ada dan dideskripsikan dalam bentuk
kata- kata dan bahasa yang
diperoleh.  Penelitian  deskriptif
adalah penelitian yang dilakukan
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untuk mengetahui nilai variabel
mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan.

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan kebutuhan
penelitian  seperti  yang
dipaparkan  diatas, maka
peneliti menetapkan lokasi
penelitian  adalah  Desa
Wisata Kubu Gadang,
Kecamatan Padang Panjang
Timur. Serta merujuk pada
potensi desa wisata kubu
gadang yang meliputi
instrument- instrumen
wisatanya  seperti  atraksi
wisata silek lanyah, wisata
alam, dan pagelaran seni
serta berbagai wisata edukasi
dan eksistensi desa wisata
yang masuk dalam 100 besar
Anugerah  Desa  Wisata
(ADWI)  melihat  bahwa
adanya kolaborasi antara
kelompok sadar wisata yang
merupakan pengelola
langsung dari Desa Wisata
Kubu Gadang adalah
kelompok masyrakat dari
Desa atau Nagari Kubu
Gadang itu sendiri, Yyang
memiliki ~ fungsi  kepada
penerapan tata kelola secara

langsung potensi-potensi
Desa Wisata Kubu Gadang,
dimana dalam
implementasinya di

pertanggung jawabkan oleh
Disporapar ( Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata)
Kota Padang Panjang yang
dalam hal ini melakukan
penguatan pada regulasi
Pokdarwis melalui
Pembentukan dan
Pengesahan  SK  sebagai
Produk Hukum. Tentunya
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hubungan antara Pokdarwis
dan  Disporapar  sangat
mempengaruhi kinerja dari
pengelolaan yang
dilaksanakan,  selain itu
peneliti juga akan melakukan
penelitian di bagian hukum
atau regulasi dalam
pengelolaan dan bagaimana
proses kerja sama untuk
pengelolaan Desa Wisata
Kubu Gadang tercipta.

2. Jenis Data

Berdasarkan penelitian
tersebut maka  peneliti
menggunakan jenis data yaitu
data primer dan data
sekunder.

3. Sumber Data

Informasi penelitian dalam

penelitian kualitatif
didapatkan dan bersumber
dari informan atau

narasumber  baik  secara
individu maupun mewakili
suatu kelompok. Informan
tersebut sangat  memiliki
peran yang krusial dan
penting dalam penelitian ini.
Informan penelitian
merupakan orang-orang yang
dapat memberikan informasi
yang aktual dan dapat

dipercaya. Informan
penelitian adalah sesuatu baik
orang, benda ataupun

lembaga (organisasi), yang
sifat keadaanya diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

peneliti dalam penelitian ini
menggunakan metode teknik
pengumpulan  data  vyaitu
melalui  wawancara  dan
dokumentasi.
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5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang
peneliti  gunakan  adalah
kualitatif karena data- data
yang dperoleh oleh peneliti
selain data berupa tulisan
tetapi juga berbentuk
keterangan dari hasil
wawancara antara peneliti
dengan informan. setelah
mengumpulkan data-data
kemudian peneliti
menganalisis,

mendeskripsikan data dan
menarik sebuah kesimpulan.
Analisis data kualitatif adalah
upaya untuk mengungkapkan
makna dari data penelitian
dengan cara mengumpulkan
data  sesuali klasifikasi
tertentu, teknik analisis data
dalam analisis  kualitatif
memiliki empat tahap yaitu
pengumpuln data, reduksi
data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan
(Usman 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Hasil dan
Pembahasan dalam penerapanya
Desain kelembagaan mengacu pada
implementasi tata cara dan aturan
dasar untuk melakukan pengecekan
terhadap tatanan setiap stakeholders
dalam melaksanakan kolaborasi, agar
dapat melihat apakah penanganan
yang dilakukan oleh stakeholders
sudah berkolaborasi dengan baik
atau tidak dalam hal ini peneliti
melakukan observasi terkait desain
kelembagaan pada Collaborative
Governance dalam Pengelolaan Desa
Wisata Kubu Gadang di Kota Padang
Panjang pada tahun 2020-2021, dan
ditemukan belum adanya ruang
khusus atau forum khusus yang
diperuntukan sebagai struktur resmi

disertai legalisasi yang melibatkan
setiap pemangku kepentingan serta
terikat dengan atura yang seharusnya
ada dan menopang struktur tersebut.
Dalam hal ini pengelolaan Desa
Wisata yang sejalan dengan regulasi
dan aturan yang tertuang dalam
RIPPARNAS  (Rencana  Induk
Pembangunan Kepariwisataan
Nasional) 2010-2025 dimana dalam
RIPPARNAS ini tertuang suatu Visi
untuk menumbuhkan sektor
pariwisata di desa. Serta didukung
oleh Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata Nomor
KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang
program nasional, pemberdayaan
masyarakat (PNPM) Mandiri
Pariwisata, Serta Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, dan undang-
undang Nomor 06 Tahun 2014
tentang pemerintahan desa, serta
Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata No.
PM.04/UM.001/MKP/08 tentang
sadar wisata, dan  Keputusan
Walikota Padang Panjang Nomor
124 tahun 2021 tentang penetapan
Desa Wisata di Kota Padang
Panjang, yang sejalan dengan
RIPPARKO (Rencana Induk
Pembangunan  Pariwisata) Kota
Padang Panjang.

Namun belum adanya pembentukan
forum khusus yang dibentuk dari
kumpulan setiap pemangku
kepentingan, bahkan tidak adanya
inisiatif dalam rencana pembentukan
forum membuat desain kelembagaan
di pengelolaan di desa wisata kubu
gadang menjadi tidak optimal,
dengan tidak adanya forum khusus
atau wadah tersebut membuat desain
kelembagaan yang tidak optimal
dalam penerapanya serta ditambah
tidak adanya regulasi khusus yang
menguatkan bahwa adanya
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kekurangan yang mendasar dalam
pengelolaan kolaboratif Desa
Wisata, faktor ini tentu bersifat
fundamental yang perlu untuk
diperbaiki terlebih dengan tidak
adanya forum khusus validasi atas
keterlibatan stakeholders lain
menjadi sebuah pertanyaan dan
penggambaran ketidatoptimalan
pengelolaan.

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan sebagai
berikut Desain Kelembagaan dalam
pengelolaan Desa Wisata Kubu
Gadang di Kota Padang Panjang
tahun 2020-2021 dikatakan berhasil
namun belum berjalan dengan
maksimal. Hal ini dikarenakan tidak
adanya regulasi dalam  bentuk
struktur hukum yang menyatukan
setiap stakeholder yang mengelola
Desa Wisata Kubu Gadang.

SARAN

Adapun saran yang bisa
peneliti berikan dalam penelitian
tentang Desain Kelembagaan dalam
pengelolan Desa Wisata Kubu
Gadang tahun 2020 — 2021 adalah :

1. Pemerintah Daerah, dalam hal
ini merujuk pada Walikota

Kota Padang Panjang, Dinas

Pemuda dan Olahraga,

Pariwisata (DISPORAPAR)

Kota Padang Panjang, Camat

Kecamatan Padang Panjang

Timur, dan Kelurahan Ekor

Lubuk dimana saran dari

peneliti adalah agar lebih

berperan dan berpartisipasi
secara kolektif, untuk
memberikan pengelolaan yang
intens, serta agar segera
memproses dasar hukum dari

Desa Wisata Kubu Gadang

dibarengai dengan pemberian

hak-hak yang bersifat

fundamental seperti fasilitas,
anggaran, dan pelatihan guna
mengoptimalkan  aset  dari
Desa Wisata Kubu Gadang.
Kelompok  Sadar  Wisata
(POKDARWIS) Desa Wisata
Kubu Gadang, dalam aspek
Kelompok Sadar Wisata yang
merupakan Katalisator serta
pengelola langsung dari Desa
Wisata Kubu Gadang, saran
bagi peneliti adalah untuk
lebih melakukan pendekatan
secara intens dengan setiap
stakeholders, pemicu
munculnua dominasi dalam
mengelola Desa Wisata harus
di minimalisir, dan melakukan
optimalisasi dalam
pemberkasan serta rekapitulas
anggaran yang lebih baik, dan
memprakarsai munculnya
pemimpin  fasilitatif  dari
sektor non-formal.

. Akademisi, dalam  proses

pengelolaan Desa  Wisata
Kubu Gadang Akademisi ini
bersinggungan langsung
dengan Institut Seni Indonesia
(ISI), adapun saran peneliti
adalah untuk lebih berperan
aktif lagi dalam pemberian ide
dan prakarsa sebuah agenda,
minimnya kemauan
komunikasi dari ISI membuat
adanya ketimpangan fungsi

dari proses kolaborasi
tersebut.
Bisnis, dalam hal ini

diperuntukan untuk sektor
perusahaan  yang terlibat
dengan Desa Wisata Kubu
Gadang, Bank Nagari menurut
peneliti harus lebih memiliki
kontribusi dan peran,
minimnya  partisipasi  dari
sektor  perusahaan  seperti
Bank  Nagari, membuat
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ketidak seimbangan dalam
implemetasi Pentahelix, dan
berdampak menciptakan
ketidakprofesionalitasan
sektor  perusahaan  dalam
keikutsertaan mengelola Desa
Wisata Kubu Gadang.

5. Media, seluruh media promosi
baik media cetak maupun
digital agar dapat memberikan
informasi yang relevan serta
berdasarkan fakta, berbedanya
inforamsi terkait Desa Wisata
di media akan mengakibatkan
ketidak sesuain fakta dengan
informasi, dimana  sudah
seyogyanya seluruh informasi
yang diberikan adalah sebagai
sarana promosi Desa Wisata
Kubu Gadang.
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